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Dokumen Pendukung

WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALOPO

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG
DIBERIKAN WALI KOTA PALOPO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

bahwa dalam upaya mewujudkan iklim investasi yang
kondusif dan berdaya saing untuk mempercepat
pertumbuhan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan
masyarakat, diperlukan pelayanan perizinan dan
nonperizinan yang cepat, efektif, efesien, dan transparan;

bahwa Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 34 Tahun 2019
tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo
dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi
Urusan Pemerintah yang Diberikan Pelimpahan Wewenang
Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo, sudah
tidak sejalan dengan dinamika dan perkembangan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah, Wali Kota mendelegasikan
kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan yang Diberikan Wali Kota
Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

1
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Palopo
Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palopo Nomor 5).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN

KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG
DIBERIKAN WALI KOTA PALOPO KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALOPO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

1.1.

Daerah adalah Kota Palopo

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu Kota Palopo

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali
Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik
oleh Penanaman Modal dalam negeri maupun penanaman modal asing,
untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah atau Produk Hukum lainnya yang
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan
seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan
tertentu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu untuk izin maupun tanda daftar usaha.
Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya
sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan
pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan
Kerja Perangkat Daerah Terkait yang mempuyai kompetensi dan
kemampuan sesuai dengan bidangnya dan memiliki kewenangan untuk
memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi
Perizinan dan Nonperizinan.

Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk
merealisasikan penanaman modalnya dan faslitasi penyelesain
masalah /hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

151



12. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah
dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman
Modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta
pertanggungjawaban  perizinan dan non  perizinan, termasuk
penandatanganan atas nama penerima wewenang.

14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya di singkat OSS adalah perizinan berusaha
yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,
pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali kota kepada pelaku usaha
melalui sistem elektronik yang terintegrasi

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan landasan hukum

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP terkait Perizinan
dan Nonperizinan.
(2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:
a. menertibkan adminitrasi pelayanan di bidang Perizinan dan
Nonperizinan;
b. meningkatkan pelayanan di bidang Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. pelimpahan Kewenangan jenis Perizinan dan Nonperizinan;
b. Tim Teknis; dan
c. pembinaan dan Pengawasan

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4
(1) Wali Kota melimpahkan kewenangan jenis Perizinan dan Nonperizinan
kepada Kepala DPMPTSP.
(2) Pelimpahan Kewenangan jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan
Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Wali Kota.

(3) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. izin trayek angkutan orang;
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o

. izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan
nonformal oleh masyarakat;
. izin Sarana dan Prasarana Kesehatan milik Pemerintah;
. izin Tenaga Kesehatan;
. izin Penelitian;
izin Reklame;
. izin Operasional menara telekomunikasi;
. rekomendasi Penanaman Modal.
PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
validasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi)
. PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Non
Berusaha
(4) Selain jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan melalui sistem OSS yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

S| S a0

BAB V
TIM TEKNIS

Pasal 5
(1) Wali Kota membentuk Tim Teknis berdasarkan usulan Kepala DPMPTSP
yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya berkantor di DPMPTSP.
(3) Tim Teknis yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengikuti ketentuan yang berlaku di DPMPTSP.

Pasal 6

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

a. melakukan telaah secara teknis terhadap permohonan Perizinan sesuai
dengan bidangnya;

b. melakukan pemeriksaan lapangan serta membuat berita acara pemeriksaan
lapangan;

c. membuat perhitungan dan dasar pengenaan pajak dan retribusi Daerah;

d. mengkaji dan menganalisa permohonan Perizinan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing untuk selanjutnya membuat rekomendasi sebagai
bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan, penangguhan,
penolakan, dan/atau pembatalan izin;

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala DPMPTSP;

melakukan monitoring, evaluasi dan pemantauan di lapangan; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.

L

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7
(1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. koordinasi secara berkala;
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b. pemberian bimbingan, konsultasi, dan supervisi;
c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
d. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.

(3) PD yang secara teknis terkait dengan Perizinan, berkewajiban dan
bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas
Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di
bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.

Pasal 8
(1) Dalam melaksanakan kewenangannya, Kepala DPMPTSP berpedoman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis
(2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini
dapat dibentuk Tim Pembina dan Pengawas pelaksanaan Perizinan dan
NonPerizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palopo
Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan
Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah yang Diberikan
Pelimpahan Wewenang Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo (Berita Daerah Kota
Palopo Tahun 2019 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
13 Oktober 2023

e T (TS

{9 A AV WA T
Diundangkan di Palopo
pada tanggal 13 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

FIRMANZA DP.
BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 31
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